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Bisnis Indonesia
(halaman 7)

Selasa, 26 Maret
2019

Bendungan
Berpotensi Di-KPBU-
kan

Sejumlah kalangan menilai potensi kerja sama dalam
pembangunan bendungan perlu didalami. Struktur proyek yang
menarik investor juga layak dieksplorasi. Direktur Utama PT
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand
Hermawan mengatakan bahwa peluang kerja sama pada
proyek bendungan cukup terbuka. Terlebih, sector bendungan
masuk ke dalam kriteria umum penjaminan proyek
infrastruktur.

Bisnis Indonesia
(halaman 7)

Selasa, 26 Maret
2019

Berita Foto

Perbaikan jalan rusak di jalur pintura Brebes, Jawa Tengah.

Bisnis Indonesia
(halaman 7)

Selasa, 26 Maret
2019

Pengadaan Lahan
Segera Tuntas

PT Citra Karya Jabar Tol, badan usaha jalan tol Cileunyi-
Sumedang-Dawuan, menargetkan pengadaan lahan pada dua
seksi tuntas seluruhnya tahun ini. Direktur PT Jasa Sarana Diah
S. Wahyusari mengatakan bahwa sebagai salah satu pemegang
saham PT Citra Karya Jabar Tol, anak usahanya it uterus
mengebut pembebasan lahan terutama untuk seksi 4
(Cimalaka-Legok) dan seksi 6 (Ujung Jaya-Dawuan).

Bisnis Indonesia
(halaman 7)

Selasa, 26 Maret
2019

PUPR Tolak Rest
Area Jalan Tol Jadi
Terminal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menilai
penambahan fungsi terminal pada tempat istirahat &
pelayanan di jalan tol harus dirancang dengan matang. lde
yang berasal dari Kementerian Perhubungan ini diakui belum
dibahas secara intensif. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
mengatakan bahwa keberadaan terminal di dalam tempat
istirahat & pelayanan (TIP) atau rest area tidak boleh
mengganggu fungsi jalan tol sebagai jalan bebas hambatan.

Bisnis Indonesia
(halaman 7)

Selasa, 26 Maret
2019

Berita Foto

Pemasangan dinding beton penahan longsor penyebab
pendangkalan di area proyek normalisasi Sungai Cikeusal di
Kampung Katulisan, Serang, Banten.

Bisnis Indonesia
(halaman 8)

Selasa, 26 Maret
2019

Manado-Bitung
Beroperasi April
2020

PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) menargetkan jalan tol
Manado-Belitung dapat beroperasi pada kuartal 11/2020.
Proses pembebasan lahan menjadi penyebab utama belum
rampungnya proyek sepanjang 39 km itu. Direktur Utama JMB
George Manurung mengatakan bahwa konstruksi seksi 2A saat
ini sudah mencapai 81,03%, sedangkan seksi 2B baru mencapai
13,19%. Adapun, realisasi pembebasan lahan kedua seksi
tersebut masing-masing sudah mencapai 99,61% dan 83,42%.

Bisnis Indonesia
(halaman 9)

Selasa, 26 Maret
2019

Dampak Ekonomi
Daerah Belum
Terlihat

Dampak pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Jawa yang
digencarkan oleh pemerintah dalam 4,5 tahun terakhir
diperkirakan terhadap perekonomian daerah bakal terlihat
dalam kurun waktu setelah 8-10 tahun. Pengamat Ekonomi
atau Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas
Surabaya, Suyanto mengatakan pembangunan infrastruktur
merupakan investasi jangka panjang sehingga dampak
perubahan ekonominya pun akan terjadi secara bertahap
untuk waktu yang lama.

Bisnis Indonesia
(halaman 23)

Selasa, 26 Maret
2019

Relaksasi Batasan
Gaji Penerima FLPP
Dumumbkan April

Pemerintah akan mengumumkan kebijakan relaksasi Batasan
penghasilan penerima bantuan KPR fasilitasi likuiditas
pembiayaan perumahan dari sebelunya Rp4 juta menjadi Rp8
juta per bulan serta batas atas rumah bersubsidi pada April
2019. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid
mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk
meningkatkan penyediaan rumah dan tahun ini menargetkan
pembangunan 1,20 juta unit atau meningkat 200.000 unit dari
target sebelumnya sebanyak 1 juta unit.

Bisnis Indonesia
(halaman 27)

Selasa, 26 Maret
2019

Danau Rawapening
Bisa Telan Rp100
Miliar

Revitalisasi Danau Rawapening di Kabupaten Semarang, Jawa
Tengah, yang merupakan proyek perdana dari program
perbaikan ekosistem 15 danau prioritas, diperkirakan




membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Sriyono, Ketua
Umum Forum koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(DAS) Jawa Tengah, mengatakan bahwa anggaran tersebut
dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara terintegrasi
dari hulu sampai hilir.

10

Kompas
(halaman 10)

Selasa, 26 Maret
2019

Pembangunan
Rendah Karbon
Diperkenalkan

Model pendekatan pembangunan rendah karbon akan
digunakan sebagai dasar rancangan teknis Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Model
pembangunan selama ini dinilai menurunkan parameter
lingkungan hidup mulai dari daya dukung dan daya tamping
hingga kepunahan spesies. Direktur Lingkungan Hidup
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Medrilzam, Senin (25/3/2019), memperkenalkan inisiatif
Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang bakal diluncurkan
hari Selasa (26/3) di Jakarta. “Pola pembangunan harus
bergeser. Tidak bisa Bau (business as usual). Tidak bias brown
economy, harus bergeser ke green economy (ekonomi hijau),”
ujarnya.




Judul Bendungan Berpotensi Di-KPBU-kan Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019

Media | Bisnis Indonesia (halaman 7)
Sejumlah kalangan menilai potensi kerja sama dalam pembangunan bendungan perlu didalami.
Struktur proyek yang menarik investor juga layak dieksplorasi. Direktur Utama PT Penjaminan
Resume | Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand Hermawan mengatakan bahwa peluang kerja sama

pada proyek bendungan cukup terbuka. Terlebih, sector bendungan masuk ke dalam kriteria
umum penjaminan proyek infrastruktur.

» SUMBER DAYA AIR

Bendungan Berpotensi |

Sekali Bangun, 2-3 Fungsi Diraih

Pembangunan bendungan menjadi salah satu proyek yang dipacu pemerintah untuk
mendukung dan ketahanan pangan, bahkan pasokan listrik. Pada periode
2015-2019, Kementerian PUPR diminta untuk membangun 65 bendungan yang terdirl
atas 16 proyek bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru. Salah satu fungsi darl
bendungan itu untuk irigasi pertanian dan pembanqgunan pembangkit listrik tenaga air.

Tahapan KPBU
dengan Skema
Pembayaran AP

Rencana Penyelesaian 16 Bendungan
dalam RPJMN 2015-2019

Groundbreaking @ Penggenangan

» Pembangunan bendungan
bisa dipadukan dengan pro-
yek terkait seperti penyedia-
an listrik dan air minum agar
lebih menarik bagi investor.

Di Kementerian Pekerjaan Umum &
Perumahan Rakyat, skema ketersediaan
laymandmnphnpadapmyekkena

Samder: Peden KPEU Dengan

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah kalangan menilai potensi

kerja sama dalam pembangunan bendungan perlu
didalami. Struktur proyek yang menarik investor juga

layok dieksplorasi.

Rivki Maulana
rivhiimautana@bdisnis.com

Direktur Utama PT Penjaminan In-
frastruktur Indonesia (Persero) Armand
Hermawan mengatakan bahwa peluang

kerja sama pada proyek bendungan cu-
kup terbuka. Terlebih, sektor bendungan
masuk ke dalam kriteria umum penja-
minan proyek infrastruktur.

Ammand menjelaskan bahwa proyek
infrastruktur yang tidak menghasilkan

kepala lembaga, la daerah kepada
badan usaha pelaksana atas tersedia-
nya layanan infrastruktur sesuai dengan
kualitas dan/atau kriteria sebagaimana
ditentukan dalam perjanjian kerja sama
pemerintah dengan badan usaha (KPBU/
Perpres No. 38/2015 tentang KPBU Dalam
Penyediaan Infrastruktur).

Menurut Armand, pembangunan ben-



Di-KPBU-kan

dmgan bisa dipadukan dengan proyek

terkait seperti penyediaan listrik dan air
minum agar lebih menarik bagi investor.
Struktur proyek semacam ini perlu dikaji

lebih l.mhn.

Menteri Pekerjaan Umum dan Peru-
mahan Rakyat Basuki Hadimuljono pekan
lalu mengatakan bahwa kementerian
tengah mengkaji peluang kerja sama
dengan badan usaha dalam pembangun-

minum, di Umbulan, Lampung, dan
Semarang Barat. Untuk bendungan, kami

menja 1=2 bendungan dibangun
oleh p’ﬂ‘h:ik swasta,” ujamya.

BELUM ADA STUDI
hingga saat ini belum ada studi mengenai

potensi kerja sama dalam pembangunan

ada minat sama sekali dari calon investor.

Dia menyebutkan bahwa sejumlah
calon investor sempat menyatakan minat
untuk membangun bendungan dengan
skema kerja sama.

“Hanya investornya banyak yang masih
berhitung untung ruginya,” ujar Sumiarsih
kepada Bisnis, Senin (25/3).

Kementerian PUPR pada 2017 sempat
menawarkan sejumlah proyek bendungan
kepada calon investor, salah satunya
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Bisnis Indonesia (halaman 7)

Resume

Perbaikan jalan rusak di jalur pintura Brebes, Jawa Tengah.

P PERBAIKAN JALAN

ArteralOvy Lunmanspat

Pekerja memperbaiki jalanrusak di jalur pantura Brebes, Jawa  kenyamanan para pengqguna jalan serta untuk mencegah kecelakaan
Tengah, Mingqu (24/3). Perbaikan jalan tersebut guna memberl  karena jalan berfubang.




Judul

Pengadaan Lahan Segera Tuntas

Tanggal

Selasa, 26 Maret 2019

Media | Bisnis Indonesia (halaman 7)
PT Citra Karya Jabar Tol, badan usaha jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, menargetkan
pengadaan lahan pada dua seksi tuntas seluruhnya tahun ini. Direktur PT Jasa Sarana Diah S.
Resume | Wahyusari mengatakan bahwa sebagai salah satu pemegang saham PT Citra Karya Jabar Tol,

anak usahanya it uterus mengebut pembebasan lahan terutama untuk seksi 4 (Cimalaka-Legok)
dan seksi 6 (Ujung Jaya-Dawuan).

» JALAN TOL CISUMDAWU

Pengadaan Lahan Segera Tuntas

Bisnis, BANDUNG — PT
Citra Karya Jabar Tol, badan
usaha jalan tol Cileunyi—Sume-
dang—Dawuan, menargetkan
pengadaan lahan pada dua seksi
tuntas seluruhnya tahun ini.

Direktur PT Jasa Sarana
Diah S. Wahyusari mengata-
kan bahwa sebagai salah satu
pemegang saham PT Citra Karya
Jabar Tol, anak usahanya itu
terus mengebut pembebasan
lahan terutama untuk seksi 4
(Cimalaka—Legok) dan seksi
6 (Ujung Jaya—Dawuan).

“BUJT [badan usaha jalan
tol] jalan terus, bahkan penga-
daan untuk seksi 4 baru 8%,
seksi 6 sudah 16%,” katanya,
Senin (25/3).

Sebelumnya, Badan Pengatur
Jalan Tol mengakui bahwa

dawu) sedikit terhambat karena
adanya kehati-hatian dalam

pembangunan.
Kepala BPJT Danang Parike-

sit mengatakan bahwa untuk
meningkatkan progres kon-
struksi fisik tol Cisumdawu,
diperlukan adanya percepatan.
(Bisnis, 25/3)
Menurut Diah, pe

lahan pada seksi 4 dan 6 dl-
percepat dan ditargetkan tahun
ini tuntas seluruhnya.

karena PT Citra Karya hham
sudah memiliki dana talangan
dan perbankan.

n tanah bisa cepat.
|Dana talangan] untuk penga-
daan tanah sekitar Rp2 triliun,
tahun ini saja,” paparnya.

Konsorsium pro-
ses pembebasan lahan dan
konstruksi di seksi 5 Legok—
Ujung Jaya sepanjang 14,90
kilometer mengingat seksi 6
dibutuhkan untuk percepatan
akses ke Bandara Internasional
Jawa Barat (BUB) Kertajati,
Majalengka.

“[Pengadaan] seksi 5 sambil

jalan. Kami [kerjakan] mung-
kin seksi 6 dulu karena lebih
mudah dan akses ke Kertajati,”
tutumnya,

Saat ini, PT Citra Karya Jabar
Tol memproses pembangunan
fisik di ruas seksi 3 Sume-
dang—Cimalaka sepanjang

Diah mencatat proses kon-
struksi di ruas tersebut sudah
mencapai 60% lebih. “Posisi
fisik sekarang lagi persiapan
pengerjaan tanah, persiapan
pelapisan, lebih banyak pe-
kerjaan tanahnya.”

Dengan kondisi tersebut, ka-
tanya, seksi 3 bisa saja diper-
gunakan sebagai jalur darurat
untuk arus mudik Lebaran
mendatang. Meskipun belum
dibeton, secara fungsional ruas
ini bisa digunakan.

“Kalau untuk mudik, berat
karena seksi 1 baru 14%, seksi
2 bisa, seksi 3 bisa dikejar,
tetapi belum operasional. Arti-

nya, cuma jalur darurat begitu
saja,” ujarnya.

Ketika ditemui secara terpi-
sah, Sekda Jabar Iwa Karniwa
memastikan bahwa jalan tol
Cisumdawu seksi 1 (Jatina-
ngor—Rancakalong) dan seksi
2 (Rancakalong—Sumedang)
sepanjang 28,80 kilometer yang
merupakan porsi pemerintah
dalam laporan terakhir me-
nunjukkan perkembangan
signifkan,

“Seksi 1 untuk lahan sudah
mencapai 65,86%. Artinya,
proses pembangunan sudah
dimulai dan konstruksi sudah
14,26%,” papamya.

Adapun, seksi 2 ruas se-
panjang 17,35 kilometer posi-
si terakhir pembebasan lahan
sudah 92% dan konstruksinya
81,71%. “Diharapkan seksi 1
sampai 3 itu berarti Jatinangor,
Rancakalong, , dan
Cimalaka tahun ini selesai. Dan
untuk total secara keseluruhan
selesai 2020,” tuturmya. xs7)



Judul PUPR Tolak Rest Area Jalan Tol Jadi Terminal Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019

Media | Bisnis Indonesia (halaman 7)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menilai penambahan fungsi terminal
pada tempat istirahat & pelayanan di jalan tol harus dirancang dengan matang. Ide yang berasal
dari Kementerian Perhubungan ini diakui belum dibahas secara intensif. Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono mengatakan bahwa keberadaan terminal di dalam tempat istirahat & pelayanan
(TIP) atau rest area tidak boleh mengganggu fungsi jalan tol sebagai jalan bebas hambatan.

Resume

P TEMPAT ISTIRAHAT & PELAYANAN

PUPR Tolak Rest Area
Jalan Tol Jadi Terminal

Bisnis, JAKARTA — Kementerian
Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
menilai penambahan fungsi terminal
pada tempat istirahat & pelayanan
di jalan tol harus dirancang dengan
matang. Ide yang berasal dari Kemen-
terian Perhubungan ini diakui belum
dibahas secara intensif.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljo-
no mengatakan bahwa keberadaan
terminal di dalam tempat istirahat &
pelayanan (TIP) atau rest area tidak
boleh mengganggu fungsi jalan tol
sebagai jalan bebas hambatan.

Dia menambahkan, terminal bisa
dibangun menjorok menjauhi jalan tol
agar tidak mengganggu fungsi jalan tol.

“Enggak bisa di rest area jadi ter-
minal. Dia [terminal] harus didesain
betul sehingga [aktivitasnya] tidak
mengganggu yang tidak ke terminal,”
ujarmya selepas rapat kerja dengan
Komisi V DPR, Senin (25/3).

Basuki mengaku bahwa PUPR be-
lum melakukan pembahasan dengan
Kemenhub, kementerian yang melon-
tarkan gagasan penambahan fungsi
terminal di dalam TIP.

Sebelumnya, gagasan pembangunan
terminal di dalam TIP ini ditujukan
guna mendukung trayek bus Trans-Jawa.

Basuki menyangsikan ide pemba-
ngunan terminal di dalam TIP bisa
dilaksanakan dengan cepat agar dapat
mengejar musim mudik Lebaran 2019.

Fungsi terminal di dalam TIP, me-
nurutnya, hanya dimungkinkan untuk
waktu sementara. “Kalau sementara
mungkin, kalau permanen harus di-
desain dengan baik. Keamanan lalu
lintas harus dikedepankan!”

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur
Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan
bahwa BPJT sudah meminta pandangan
badan usaha jalan tol (BUJT) terkait
dengan penambahan fungsi tersebut.

Menurutnya, BUJT memberi pendapat
yang beragam, ada yang mendukung
dan ada juga yang menolak.

“Sekarang kita telaah dulu aspek
exit [pintu keluar] dari TIP. Yang jelas,
kami tidak mengizinkan ada akses di
luar jalan tol ke TIP. Jadi, perlu ada
feeder ke luar jalan tol nantinya,”
jelas

CEO Toll Road Group Business Astra
Infra Wiwiek D. Santoso pernah menga-
takan bahwa perusahaan sangat ketat
dalam kepatuhan terhadap regulasi.

Penyediaan terminal di dalam TIP,
ujarnya, perlu didasarkan pada hasil
kajian yang matang. (Rivki Maulana)



Judul Berita Foto Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019
Media | Bisnis Indonesia (halaman 7)
Resume Pemasangan dinding beton penahan longsor penyebab pendangkalan di area proyek

normalisasi Sungai Cikeusal di Kampung Katulisan, Serang, Banten.

P NORMALISASI SUNGAI CIKEUSAL

Antara/Well Ayu Rejeki

PEKQI'ja memasang dinding beton penahan longsor penyebab pendangkalan
di area proyek normalisasi Sungai Cikeusal di Kampung Katulisan, Serang, Banten,
Senin (25/3). Normalisasi Sungai Cikeusal dilakukan untuk mencegah pendangkalan
sungai dan mengantisipasi terjadinya banjir bandang akibat hujan deras yang dipre-
diksi masih berlangsung hingga April 2019.




Judul Manado-Bitung Beroperasi April 2020 Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019

Media | Bisnis Indonesia (halaman 8)
PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) menargetkan jalan tol Manado-Belitung dapat beroperasi
pada kuartal 11/2020. Proses pembebasan lahan menjadi penyebab utama belum rampungnya

Resume proyek sepanjang 39 km itu. Direktur Utama JMB George Manurung mengatakan bahwa
konstruksi seksi 2A saat ini sudah mencapai 81,03%, sedangkan seksi 2B baru mencapai 13,19%.
Adapun, realisasi pembebasan lahan kedua seksi tersebut masing-masing sudah mencapai
99,61% dan 83,42%.

» JALAN TOL

Manado-Bitung

Manado

SENXSI A
T.VAN

Sukur

Pemerintah

PT Jasamarga Manado Bitung

Beroperasi April 2020

Investor

Airmadidi
J

Proyed jslar tol Manado-Situng sepanjang 39

menSukeng sektor wisats serta pertumbuten
ehanami di Manace, Minshasa Utara dan Bitung.
menjadi @len shses ctama
ke Komasan Ekonomi Lhuses (KER) Bitung dan
Internasionsd 82

Jalan tol i juga skan

Peladahan Mub
Jalan tof shan

ung.
menghubunghan dus hota

terbesar & Sulswesl Utara, yaknl Manacdo asn

Bisnis, MANADO —

PT Jasomarga

Manado Bitung (JMB) menargetkan jalan fol
kuartal I1/2020. Proses pembebasan lahan
menjadi penyebab utama belum rampungya

proyek sepanjang 39 km itu.
aman Susarwan » Terkendala utama
fimar_alanton@baniz.com dalam proses P.I'l\b"
2 basan lahan selama
Direktur Utama JMB George ini adalah persoalan
Manurung mengatakan bah- harga tanah yang
wa konstruksi seksi 2A saat harus dibeli.

ini sudah mencapai 81,03%,
sedangkan seksi 2B baru men-
capai 13,19%. Adapun, realisasi
pembebasan lahan kedua seksi
tersebut masing-masing sudah
mencapai 99,61% dan 83.42%.

“Untuk seksi 2B walaupun
memang hban sudah bebas di
atas 80% tapi cuma masih spoe-
sor, jadi ticak menerus, setingga

di Manado, Senin (25/3).
Menurutnya, kendala utama
dalam proses pernbebasan lahan
selama ini adalah persocalan
harga tanah yang harus dibe-
I Selain itu, masalah hinnya
adalah persoalan administrasi,

seperti kelengkapan dokumen

Maupun sertifikat tanah.
"Tetapi harganya kemarin

mdah lebih bagus, -rlunng

nya tidak benghap, atau mercka
tidak punya sertifikat aslinya,
atay harus meldud ahli wards,
ita akhimya harus dititipkan ke
pengadilan, korsdnyasd,” jelasaya,

Dia menargetkan seluruh pro-
ses pembebasan bihan dapat di-
rampungkan sebelum semester
172019 berakhir Dengan target
itw, proses konstruksi juga akan

wudu

Bitung

Perjanjlan Pengusabaan Jalas Tol

Llandetanges PRUT (S0l 208

aiton [T

LT Jase Masga Pervers) ToA. (65%)

Zse

2.PT Wijeya Karys (Perserc) Thh. 20%)

- 1 PT Pemdangunan Perumatan (Persers) Tk, (15%)

&‘u«w suson

kuaral 11/2020.

Adapun, pada
akhir tahum ini perseroan menar-
getkan jakan tol tersebut sudah
mulai beroperasi untuk mem-
fasilitasi perayaan Natal dan
tahun baru. Namun, panjang
jalan yang akan dioperasikan

“Akhir tahun mungkin masih
26 km, dari awal seksi 1 sam-

kuartal 11/2020" ujamya.

Dia menilai, sisi kelayakan
komersial jalan tol Manado—
Bitung masih cukup rendah.
Target kalu lintas harian ratacata
(LHR) dipatok sekitar 14.000
disi eksisting saat ini belum
mencapai angka tensebut.

Hal tu pula yang membuat
konstruksi jalan tol ini tickak se-
penuhnya dibangun oleh JMB
Seksd 1A dan 1B sepanjang 2014
dibangun oleh pemerintah de-
ngan mengandalian Anggacan

dan Belanja Negara
(APEN) dan pinjarman dard China.

“Karena memang tol ini dari
sisi traffic masth minim, pe-
merintah kan memang tidak

Data Tekais dan lnvestasi

+ 39,50 Mometer
2
ip L12triben

mau pembangunan hanya di
Jwa dan Sumatra, tapi juga
di Sulawesi. Dengan memban-
tu 14 km, kerja sama dengan
25 km, tarif tolnya
diharapkan bisa rendah dan
terjangkau masyarakat.”

Dia menjelaskan, apabila su-
dah beroperasi penuh secara
komersial, tarif akan dipatok
di kisaran Rp900/km. Dengan
demikian, tarll yang harus &
bayarkan oleh setiap kendaraan
dant Manado menuju Bitung
mencapai sekitar Rp36.000.

Perseroan juga merencana-
kan akan membangun dua
rest aren sepanjang jalan tol
Manado—Bitung. Sejaub ini
rencana tersebut masih berada
dalam proses desain. Dia meng-
harapkan agar area tersebut
dapat diisi oleh pelaku waba
mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) Sulawesi Utara,

“Sampai saat ini sedang de-
sain, belum membahas pelaku
usahanya. Tetapi kami akan
mengajak pelaku UMKM, seperti
yang diminta oleh pemerintah,
jadi jalan tol ity harus dirasakan
oleh rmasyuarakat sekitar, dengan
mengajak pelaku usaha masuk
di rest area,” jelasnya. @




Judul

Dampak Ekonomi Daerah Belum Terlihat

Tanggal

Selasa, 26 Maret 2019

Media | Bisnis Indonesia (halaman 9)
Dampak pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Jawa yang digencarkan oleh pemerintah
dalam 4,5 tahun terakhir diperkirakan terhadap perekonomian daerah bakal terlihat dalam
Resume kurun waktu setelah 8-10 tahun. Pengamat Ekonomi atau Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB)

Universitas Surabaya, Suyanto mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan investasi
jangka panjang sehingga dampak perubahan ekonominya pun akan terjadi secara bertahap
untuk waktu yang lama.

P TRANS JAWA

Dampak Ekonomi
Daerah Belum Terlihat

Bisnis, SURABAYA — Dampak

infrastruktur jalan tol

Trans Jawa yang digencarkan oleh

pemerintah dalam 4.5 tahun terakhir

iperki terhadap perekonomian

daerah bakal terlihat dalam Kurun
waktu setelah 8—10 tahun.

t Ekonomi atau Dekan Fa-
kultas Ekonomi Bisnis (FEB) Univer-
sitas Surabaya, Suyanto mengatakan
pembangunan infrastruktur merupa-
kan investasi jangka panjang sehingga
dampak perubahan ekonominya pun
akan terjadi secara bertahap untuk

waktu yang lama.

"Seperti jalur Trans Jawa ini, kalau
dilihat jangka me| mungkin 8§
tahun—10 tahun ke n bisa kita

lihat perubahan riilnya, sedangkan
jangka pendek yang kelihatan ha-
nya biaya transportasi lebih murah,
dan efisiensi,” katanya sesuai menjadi
pembicara dalam East Java Economic
Forum, Senin (25/3).

Menurutnya, pembangunan infra-
struktur akan mendorong masyarakat
untuk punya akses, terutama anak
punya usaha sendiri seperti startup dan
inkubator akan lebih membutuhkan
akses transportasi dengan pethmnwn
biaya yang tidak terlalu mahal.

Dia melanjutkan, dampak yang bakal
terlihat dari keberadaan infastruktur
tersebut adalah munculnya sentra-
sentra industri baru, mulai dari sentra
industri mikro, kecil, menengah dan
besar. Bahkan di wilayah timur seperti
Banyuwangi saat ini sudah terjadi
perubahan ekonomi karena dukungan
infrastruktur bandara dan pelabuhan.

“Saya rasa pertumbuhan ekonomi
kita tidak hanya membutuhkan peran
pcmednuh tapi juga swasta dan aka-

demisi bersama-sama ikut membangun
perekonomian Jatim dan Indonesia
secara keseluruhan,” imbuhnya.

Suyanto menambahkan, keberadaan
Trans Jawa sendin ke depan akan
menemukan titik keseimbangan, yang
berarti jalur tengah yang dulu masih
akan tetap dilewati oleh masyarakat
dan kalangan industri sesuai dengan
kebutuhannya.

“Infrastruktur yang dibangun peme-
rintah adalah jalur alternatif, tentu saja

tidak akan meniadakan vang sudah
ada. Masyarakat bisa memilih mau
lewat yang mana, bergantung tujuanya,
jarak tempuh yang lebih dekat dan
murah yang mana,” ujamnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Jatim, Difi Ahmad Johansyah menga-
takan bahwa keberadaan Trans Jawa
terutama di wilayah Jatim hingga saat
ini belum terlihat dampaknya secara
signifikan karena masih terlalu baru.

“Kami belum punya data untuk
melihat dampak Trans Jawa ini. Mung-
kin tahun depan baru bisa terlihat
data pertumbuhan daerah sekitamya,”
katanya.

Terpisah, Corporate Communications
Departement Head PT Jasa Marga
(Persero), Irra Susiyanti menyebutkan
sebelum jalur Trans Jawa tersambung
pada November 2018, jumlah volume
lalu lintas jalan tol yang dikelolanya
mencapai sekitar 621.557 per hari.

“Setelah Trans Jawa tersambung

6-12 Januari 2019, total volume

u lintasnya naik menjadi rata-rata
660.567 per hari,” katanya.

Namun, lanjutnya, setelah dilakukan
pemberlakuan tarif Trans Jawa pada
22—28 Januari 2019, total volume
lalu lintas menurun menjadi rata-rata
632.134 per hari.

Pada perke! lain,

Komisi V‘;?Julhn?wn Batubara mmdomawr;
agar pemerintah terus mengoptimalkan
sistem online single submission (0SS)
atau pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik untuk
memacu investasi.

Menurut Politisi PDI Perjuangan
ini, sistem OSS menjadi terobosan
yang bagus dan harus dikelola sebaik
mungkin agar tidak ada keluhan dan
kendala teknis yang membuat calon
investor tidak nyaman.

“Melalui sistem yang paperiess terses
but kemungkinan penyelewengan se-
makin tereliminasi. Kami mengapresiasi
peran Presiden, BKPM, dan DPMPTSP
mewujudkan sistem tersebut. Ke de-
pan semoga bisnis di Indonesia naik
peringkat, dan benar-benar dirasakan
manfaatnya oleh pengusaha karena
lebih mudah memulai usahanya,” ujar
Juliari di Semarang, Senin (25/3).
28/ peni widart()




Judul Relaksasi Batasan Gaji Penerima FLPP Dumumbkan April | Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019
Media | Bisnis Indonesia (halaman 23)
Pemerintah akan mengumumkan kebijakan relaksasi Batasan penghasilan penerima bantuan
KPR fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan dari sebelunya Rp4 juta menjadi Rp8 juta per
bulan serta batas atas rumah bersubsidi pada April 2019. Dirjen Penyediaan Perumahan
Resume | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid mengatakan

bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penyediaan rumah dan tahun ini
menargetkan pembangunan 1,20 juta unit atau meningkat 200.000 unit dari target sebelumnya
sebanyak 1 juta unit.

NPEMBIAVAAN PERUMAHAN 17" -
Relaksasis Batasan
FL-P Dlumumkan Ani

*-m»




4.000.000¢ Gaji Pokok ¢7.000.000
176 usit (0.00%)

3.500.000¢ Gajl Pohed 4.000.000
59.683 vt

(—— Gaji Pokek €1000.000
5.538 vt o orw

Total:
600.219

28.638 it (4

2.500.000< Gajit Pokok <1.500.000

213.304 v

Bisnis, SURABAYA — Pemerintah akan mengumumkan

bantuan KPR fasilitas likviditos pembiayoan perumahan
dari sebelumnya Rp4 juta menjadi Rp8 juta per bulan
serta batas atas rumah bersubsidi pada April 2019.

M. Rochmad Purtoys 1,20 |uts unil stsu meningkat 200.000
rechynad urbeyodtisnis.com unit dari target sebefumnya sebanyak
1 juta unit

Dirfen Teyed K \ jumbah Langhah dile-
terfan Peberiaan Umum dan Perumalan  kuban untuk mencapal Laget tensebut,
Rakyat Klalaw! Abdul Hamid mengstalan  salah sstunya dengan membert kelong-
i papien Samols de - S T don
penyediaan rumash dan  aparstur sipil negara (ASN), TNI dan

tahun ini getkan pembangunan  Polrd i selurab Ind
“Kam | akan mengeluarkan kebdjlakan
» Kementerian PUPR pada penerima
bulan depan juga akan bantuan FLPP darl Rpd juta menjadi
mengeluarkan batas atas ry- RS Juta pads Aprl,” katanya pada ace-
mah bersubsidi untuk 2019. n puncak HUT Ke47 REL

u (24/3) malen

» REI mengusulkan supaya meningkathan batasan penerima
syarat rumah bersubsidi wa- LT untuk nimah bgak, katasya, pe-

1.000.000¢ Gajl Pehok ¢1.500.000

1.500.000¢ Gajl Pokek <2.500.000
292.880 wax

GAJI PONONK

Perbesar Kesempatan Pemilikan Rumah

sempatan memiliki rumah,

pemblayaan perumaban (FLPP) untuk
kredit aparternen yang sast lnl sebes
Rp7 juta per buban.
“Jadi, yang Rpd juta dinaikkan menjadi
dan 7 akan
m.' manlgmml!'n?hhn

Khalaw
menteriannya pada April jugs akan
mengeluarkan batas atas rumah ber-
subsidi untuk 2019. Batas atas harga
inl menjadi pedoman pengembang
perumalian bersubidl dalam menjual
hunlannya.

Sejumbsh pengenshang
In!\nunl::
subsidi
. Salah satuya adah proyek fumah
bagl masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) i Citra Maja Raya, Banten
Ketua Umum DPP Persatuan Perisaha-

Bnaln Trnd

Data Bappenas menyebutkan batiwa
maasih ads sekitar 900.000 ASN, 275000
peajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri

Salah satu cars agar g g
sar jurriah penerima fasiitas Ehuiditas 0
mereks yang saat ini bergaji di bawah Rpd juta
per bulan. Dengan begitu makin banysh warga yang berkes

Realisasi Penyaluran
Dana FLPP Tahun 2010-2019
Berdasarkan Gaji Pokok (suisn erjsian)

Rp8 juta

yang dapat dibangun pada 2019,

ASN, prajurft TNL dan anggota Polri
%maumw




Judul Danau Rawapening Bisa Telan Rp100 Miliar Tanggal | Selasa, 26 Maret 2019

Media | Bisnis Indonesia (halaman 27)
Revitalisasi Danau Rawapening di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan proyek
perdana dari program perbaikan ekosistem 15 danau prioritas, diperkirakan membutuhkan
Resume | anggaran lebih dari Rp100 miliar. Sriyono, Ketua Umum Forum koordinasi Pengelolaan Daerah

Aliran Sungai (DAS) Jawa Tengah, mengatakan bahwa anggaran tersebut dibutuhkan untuk

menyelesaikan masalah secara terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Danau Rawapening Bisa
Telan Rp100 Miliar

Bisnis, JAKARTA — Revitalisasi Danau
Rawapening di Kabupaten Semarang,
Jawa Tengah, yang merupakan pro-

yek perdana dari program perbaikan
ekosistem 15 danau prioritas, diperki-

rakan membutuhkan anggaran lebih
dari Rpl100 miliar.
Stwom Ketua Umum Forum koordi-

nasi Pengelolaan i
(DAS) Jawa Tengah, mengatakan bahwa
anggaran tersebut dibutuhkan untuk

masalah secara terintegrasi
dari hulu sampai hilir.

“Karena di sana [hulu Danau Rawa-
pening| itu kebanyakan tempat rekre-
asi, seperti di Bandungan ilu banyak
pemukiman dan hotel tidak
ada kesempatan air untuk meresap,”
tuturnya kepada Bisnis, Senin (25/3).

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS
merupakan lembaga yang heranggon-
kan instansi pemerintah
lembaga nonpemerintah, seklor .wvasu
dan tokoh masyarakat,

Sriyono menjelaskan bahwa Danau
Rawapening merupakan danau alam.
Luas genangan danau ini sekitar 1,850,1
hektare dengan rata-rata kedalaman
air antara 0,35—10 meter. “Kondisi
Rawapening ini sangat memprihatin-
kan yakni terjadi sedimentasi kurang
lebih 778,93 ton per tahun,” jelasnya.

Dari sisi ekonomi, Sriyono menjelas-
kan, Danau Rawapening dimanfaatkan
sebagai hulu dari daerah irigasi di
Tunjang Jelok (374 ha), Glapan Ba-
rat (10.113 ha), Glapan Timur (8.671
ha), dan Suplesi di Pelayaran Buyaran
(909 ha).

Danau tersebut juga dimanfaatkan
sebagai Pembangkit Listrik Tenaga
Air (PLTA) Jelok dan PLTA Timo,
penyedia air baku/air minum, serta
berfungsi sebagai pengendali banjir di
mana danau ini dimanfaatkan untuk
mereduksi debit banjir Kabupaten Gro-
bogan dan Kabupaten Demak.

Dia menjelaskan, Pemprov Jawa
Tengah telah membentuk luna kelom

selesaikan, itu menjadi bencana bagi
Jawa Tengah, di mana semua potensi
baik PDAM, PLTA termasuk daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJIMN) 2015-2019,
terdapat target pemulihan 15 danau pri-
oritas, yakni Danau Rawapening di Jawa
Tengah, Rawa Danau di Banten, Batur
di Bali, Toba di Sumatra Utara, Kerindi
di Jambi, Maninjau, dan Singkarak di
Sumatra Barat. Danau Poso di Sulawesi
Tengah, Cascade Mahakam-Semayang,
Danau Melintang dan Tondano di Sula-
wesi Utara, Danau Tempe dan Matano
di Sulawesi Selatan, Danau Limboto
di Gorontalo, Sentarum di Kalimantan
Barat, Jempang di Kalimantan Timur,
dan Sentani di Papua.

Ida Bagus Putera Prathama, Direktur
Jenderal ian DAS dan Hutan
Lindung KLHK, menyampaikan bah-
wa untuk mengembalikan ekosistem
15 danau prioritas itu membutuhkan
anggaran mencapai triliunan rupiah.

“Sebenamya banyak danau kita yang
rusak, tetapi yang 15 itu [statusnya]
amat rusak, dana yang diperlukan
banyak sekali, makanya saat ini sedang
disusun rencana pengelolaan danau,
di dalamnya itu ada tabel peruntukan
penugasan per sektor, nanti anggaran-
nya dari sektor tersebut,” tutur Putera.

Dia menjelaskan, anggaran yang
akan dikeluarkan oleh KLHK beru-
pa dana revitalisasi bagian daerah
ungiupan air yang berada di hulu,

sedangkan pemukiman akan meng-

anggaran dari Kementerian

PUPR. “Jadi, enggak bisa disebutkan

berapa besarannya karena luar biasa
persoalannya,” tutur Putera.

Dari 15 danau prioritas tersebut, yang
akan dijadikan proyek percontohan revi-
talisasi adalah Danau Rawapening karena
sekitar 50% arealnya udah tertutup

“PUPR [Kementerian Peker}aan
Umum dan Perumahan Rakyat] su-
dah bertahun-tahun ngeruk di sana,
tetapi persoalannya tidak selesai juga
karena kalau mengeruk jalan terus,
tetapi sedimentasi jalan terus, ya sama
saja, di sana juga 80% [lahan danau]
digunakan untuk pertanian, makanya
ini harus bersama dengan Kementerian
Pertanian.” (Nur Faizah ABB)




Judul

Pembangunan Rendah Karbon Diperkenalkan

Tanggal

Selasa, 26 Maret 2019

Media

Kompas (halaman 10)

Resume

Model pendekatan pembangunan rendah karbon akan digunakan sebagai dasar rancangan
teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Model pembangunan
selama ini dinilai menurunkan parameter lingkungan hidup mulai dari daya dukung dan daya
tamping hingga kepunahan spesies. Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam, Senin (25/3/2019), memperkenalkan inisiatif
Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang bakal diluncurkan hari Selasa (26/3) di Jakarta. “Pola
pembangunan harus bergeser. Tidak bisa Bau (business as usual). Tidak bias brown economy,
harus bergeser ke green economy (ekonomi hijau),” ujarnya.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan Rendah
Karbon Diperkenalkan

JAKARTA, KOMPAS — Model pendekatan pembangunan rendah
karbon akan digunakan sebagai dasar rancangan teknis Ren-
cana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Model pembangunan selama ini dinilai menurunkan parame-
ter lingkungan hidup mulai dari daya dukung dan daya
tampung hingga kepunahan spesies,

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan
Pembangunan  Nasional/Bappenas  Medrilzam, Senin
(25/3/2019), memperkenalkan inisiatif Pembangunan Rendah
Karbon (PRK) vang bakal diluncurkan hari Selasa (26/3) di
Jakarta. "Pola pembangunan harus bergeser. Tidak bisa BAU
(bustness as usual). Tidak bisa brown economy, harus bergeser
ke green economy (ekonomi hijau),” ujarnya.

Model pembangunan sekarang dengan eksploitasi sumber
daya alam, pembangunan tinggi emisi karbon, serta penggu-
naan energi dan sistem transportasi tak efisien menimbulkan
polusi udara dan air, penyusutan hutan, berkurangnya sumber
daya perikanan, air, dan kekayaan kehati.

Menurut Medrilzam, dari Visi 2045, laju pertumbuhan
ekonomi diharapkan sebesar 5.6-5.7 persen. "Namun, jika
dihitung dengan deplesi dan eksternalitas dan lain, pertum-
buhan tidak akan mencapai itu, justru akan turun terus,”

ujarnya.
[=—rn— —11]

Dasar RPJMN
Pemerintah tak Hasil kajian tersebut
konsisten terkait akan menjadi rancangan
batubara karena teknokratik RPJMN

2020-2024 sebagai dasar
kPOtF batubara pembahasan RPJMN oleh
dinaikkan saat harga Bappenas bersama tim suk-
batubara naik. ses presiden terpilih dan

Even Sembiring

kementerian/lembaga. Pe-
maparan pada presiden ter-
pilih  diperkirakan pada

akhir April 2019.

Medrilzam mengakui, penerapan model PRK tak bisa 100
persen karena akan bergantung pada visi dan misi presiden
terpilih. Namun, "Tidak lagi berdasarkan persepsi, tetapi
berdasarkan kajian saintifik sesuai PRK ini,” ujarnya.

Manajer Kajian Kebijakan Walhi Even Sembiring mengata-
kan, "Kita tak bisa melihat perencanaan dari yang mercka
paparkan, tetapi harus melihat apa yang dilakukan pemerintah
selama ini.” Di bidang energi, misalnya, sekitar 70 persen
berbasis batubara.

Untuk itu perlu kebijakan lebih kuat karena kini di bidang
energ, efisiensi energi baru 1 persen dan bauran energi baru
terbarukan (EBT) 8 persen padahal tahun 2025 ditargetkan 23
persen. Terkait pemakaian batubara pada pembangkit listrik
baru ditargetkan 35 gigawatt, penurunan akan bertahap, dan
sisi permintaan akan ditekan, karena dari sisi produksi akan
sulit, sebab investor terikat kontrak jangka panjang.

Indonesia dalam kontribusi nasional diniatkan (NDC) ber-
komitmen menekan emisi gas rumah kaca (GRK) 29 persen
dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan asing.
Penurunan dibandingkan emisi GRK pada pola pembangunan

BAU.

Even menilai, pemerintah tak konsisten terkait batubara
karena kuota batubara dinaikkan saat harga batubara naik.
Perencanaan rendah karbon harus disertai evaluasi pem-
bangunan. Hal lain harus dievaluasi yakni kebijakan restorasi
gambut amat terlambalt, perizinan peralihan fungsi lahan di
pulau kecil padahal berpotensi untuk karbon biru. (ISW)




